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BUPATI BANGLI 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI 
 NOMOR 6 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 12 

TAHUN 1996 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI BANGLI, 

 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bangli Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penerimaan 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sudah tidak sesuai 
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan 

regulasi kebijakan Pemerintah, maka Peraturan Daerah 
dimaksud perlu dicabut; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 
Tahun 1996 tentang Sumbangan Pihak Ketiga; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 
 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  3 Tahun 1978 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada 
Daerah; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
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tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI 

 

dan 
 

BUPATI BANGLI 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 12 TAHUN 1996 

TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
 

Pasal 1 
 

    Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bangli Nomor 12 Tahun       

1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada 
Daerah yang ditetapkan tanggal 28 Maret 1996 disahkan oleh 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan keputusan 
Nomor 604 Tahun 1996, dan diundangkan dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 1 Tahun 

1997, Tanggal 14 Januari 1997 Seri D Nomor 1 dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan   

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. 

 

Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal 9 Mei 2016. 

 
BUPATI BANGLI, 
 

           ttd 
 

I MADE GIANYAR 
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Diundangkan di Bangli  

pada tanggal 10 Mei 2016. 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 
 
                  ttd 

 
 

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 6. 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI : (6,28/2016). 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

 

                        ttd 

 

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

PEMBINA TK.I (IV/b) 

NIP.19650210 199503 1 003 

   


